DAFTAR PUSTAKA

Referensi:

Ameln,_ Fred, 1991, Kapita Selekta Hukum Kesehatan, cet pertama, Jakarta:
IKAPI

Amirudin dan Asikin, Zainal, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet ke
4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Anny Isfandyrie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Buku |,
Cetakan |, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008. Hal 11

Ateng Syarifudin, Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Cetakan 11,
Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1993. Hal 218

Badan Perencana Pembangunan Nasional, Evaluasi Pemekaran Daerah. 2007.
Hal. 24

Departemen Kesehatan R, Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota, Jakarta, 2003. Hal &

Dewi, Alexandra Indrayanti, 2008, Etika dan Hukum Kesehatan, cet pertama,
Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

limu Komunitas, Asuhan Keperawatan, Periode Perkembangan Sumber Daya
Kesehatan, Jakarta. 2010. Hal 1.

llham Akhsanu Ridlo, S.KM, Kebijakan Kesehatan : Manajemen Puskemas,
Jakarta. 2010

Isfandyarie, Anny, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku |,
2008, cet pertama, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Koesoemahatiradja, Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di
Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1979, Hal 14

Pandu, Yudha, 2008, Kamus Hukum, cet ke 2, Jakarta: Indonesia Legal Center
Publishing.

Philipus M. Hadjan, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina limu,
Surabaya, 1987. Hal 21

Pipin Syarifin dan Ddah Jubaedah, Pmerintah Daerah di Indonesia, Pustaka
Setia, Bandung, 2006. Hal 98



Praptianingsih, Sri, Kedudukan Perawat dalam Upaya Penerapan di Rumah
Sakit, ed pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

R I, Departemen Kesehatan, 2009, Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta:
Departemen Kesehatan.

Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.
Hal 5

Soetrisno, S, 1992, Uraian Teoritis tentang Medical Malpractice, Jakarta:
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sofwan Dahla, Hukum Kesehatan, Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter, Badan
Penerbit UNDIP, Semarang, 2005, Hal 1-2

Ta'adi, NS, 2009, Hukum Kesehatan: Pengantar Menuju Perawat Profesional,
Jakarta: EGC.

Tan, S. Y, 2006, Medical Malpractice: Understanding the Law, Managung the
Risk, Singapore: World Scietific Publishing.

Titon Slamet Kumnia, Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal, Cetakan ke-1, PT.
Alumni Bandung, 2007. Hal 100

Tjahjono Koentjoro. Regulasi Kesehatan di Indonesia, 2007. Hal. 8

Unika Soegijapranata, Program Studi Magister limu Hukum, 2009, Petunjuk
Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang: Program PascaSarjana
Unika Soegijapranata.

PerUndang-Undangan :
RI, UU nomor 43 tahun 1999 tentang POKOK — POKOK KEPEGAWAIAN.
RI, UU nomor 29 tahun 2004 tentang PRAKTEK KEDOKTERAN.

RI, UU nomor 17 tahun 2007 tentang RENCANA JANGKA PANJANG
PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2005 — 2025.

RI, UU nomor 36 tahun 2009 tentang KESEHATAN.
RI, PP nomor 32 tahun 1996 tentang TENAGA KESEHATAN.

RI, Permenkes nomor 512 / MENKES / SK / PER / V / 2007 tentang IZIN
PRAKTIK dan PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN.

Rl, Kepmen PAN nomor 94 / kep / M.PAN / 11 / 2001 tentang JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT dan ANGKA KREDIT.

120



Ri, Kepmenkes nomor 128 / MENKES / K 7 ii / 2004 tentang KEBIJAKAN
DASAR PUSKESMAS.

Ri, Kepmenkes nomor 374 / MENKES / SK / V / 2009 tentang SISTEM
KESEHATAN NASIONAL.

RI, Peraturan Daerah Kota Malang, Pengaturan Pelayanan Kesehatan. Malang.
2005. Hal 19

121



